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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2004 

TENTANG 

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.    bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala  bentuk 

kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara                 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b.    bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan     
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta     

bentuk diskriminasi yang harus dihapus; 

c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus 

mendapat perlindungan dari Negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas 

dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan 

derajat dan martabat kemanusiaan; 
d. bahwa dalam kenyataanya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, 

sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban 

kekerasan dalam rumah tangga; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga; 

 
Mengingat :  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E,     Pasal 

28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.  

 

BAB VII 

PEMULIHAN KORBAN 

 

Pasal 39 

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: 

a. tenaga kesehatan; 
b. pekerja sosial; 

c. relawan pendamping; dan/atau 
d. pembimbing rohani.  

Pasal 40 

(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. 

(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi 

kesehatan korban. 
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Pasal 41 

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada 

korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.  

Pasal 42 

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau 

pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.  

 

Pasal 43 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

 

        Disahkan di Jakarta 

        pada tanggal 22 September 2004 
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

        MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 September 2004 

SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

BAMBANG KESOWO 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2004 

TENTANG 

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

I. UMUM 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan 

setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan 

demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus 

didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah 
tangga. 

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup 
rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah 

tangga tersebut. 
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat 

dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan 

atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, 
melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib 

melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk 

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. 

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menentukan bahwa  Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Setiap orang berhak 
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan. 

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan 
penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang 

memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. 
Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, 

menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam 

rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun 
secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan 

kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Undang-Undang tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-

undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), 

dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban 

kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi 

aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani 
untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang 

sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Untuk melakukan pencegahan kekerasan 
dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan 

melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi 
tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan 



 

Institute for Criminal Justice Reform                                                                                                          www.icjr.or.id    
 

dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak 

kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat 
bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 
 

Pasal 41 

Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

 

Pasal 43  

Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4419 


